WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

Menimbang;:

Mengingat:

a.

1.

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib
menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar
Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan
penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi
lingkungan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan
pelayanan unit penyelenggara pelayanan publik di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Tim Pelaksana Penyusunan Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun
2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Dacrah Tingkat 11 di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



10.

11.

12.

13.

14,

15.

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Perturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
tclah diubah bcberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun



Menetapkan:
KESATU

KEDUA

KETIGA

16.

17.

18.

19.

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Pera)turan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781),;

Perat)uran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Dacrah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

: Tim Pelaksana Penyusunan Standar Pelayanan Publik di

Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024
dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menjamin terselenggaranya pelayanan publik;

b.memberikan arahan, masukan dan bimbingan serta
pendampingan kepada SKPD, Kelurahan, Puskesmas,
UPTD, Perusahaan Daerah dalam Penyusunan Standar
Pelayanan Publik;

c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan
standar pelayanan publik di lingkungan Pemerintah
Kota Banjarmasin; dan

d.membuat dan menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Dacrah.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024

pada Kegiatan Penataan Organisasi pada Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.



KEEMPAT

KELIMA

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari

2024.
Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal ¢ juiuari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,

—f—

[BNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 1C¢ TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN STANDAR
PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

JABATAN
No| Dalam | SABATAN TUGAS KET.
KEDINASAN
1 2 3 4 5
1. | Wali Kota Pengarah 1 Menjamin terselenggaranya |Rpl.500.000,00
Banjarmasin penyusunan Standar /bulan
Pelayanan di  lingkungan
pemerintah Kota Banjarmasin
yang meliputi sumber daya
manusia dan anggaran yang
memadai
2. | Wakil Wali Pengarah Il | Memberikan pembinaan, Rp1.500.000
Kota kebijakan dan petunjuk teknis /bulan
Banjarmasin dalam penyelenggaraan
penyusunan standar
pelayanan di  lingkungan
pemerintah Kota Banjarmasin
3. | Sekretaris Penanggung | a. Melakukan pemantauan -
Daerah Kota Jawab secara berkala atas
Banjarmasin penyusunan standar
pelayanan di lingkungan
pemerintah Kota
Banjarmasin; dan
b. Melakukan evaluasi atas
kinerja penyusunan standar
pelayanan di lingkungan
pemerintah Kota
Banjarmasin
4. | Asisten Ketua Memonitoring dan -
Administrasi mengevaluasi pelaksanaan
Umum penyusunan standar
pelayanan publik di

lingkungan pemerintah Kota
Banjarmasin




Kepala
Bagian
Organisasi

Wakil Ketua

Mengoordinasikan, -
memonitoring dan
mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan fasilitasi penyusunan
standar pelayanan publik di
lingkungan pemerintah Kota
Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,

=

IBNU SINA




